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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64/PMK.011/2014
TENTANG

JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN
DARI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk memberikan keseimbangan
pembebanan pajak antara konsumen yang
berpenghasilan rendah dan konsumen

berpenghasilan tinggi, adanya pengendalian pola
konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah, serta untuk mengamankan penerimaan
negara, atas penyerahan oleh produsen atau atas
impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
berupa kendaraan bermotor disamping dikenai Pajak
Pertambahan Nilai, juga dikenai Pajak Penjualan
atas Barang Mewah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang
Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014, perlu
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menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara
Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5069);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013
tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah
Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5420) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5519);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem
Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk
atas Impor Barang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
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PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA
PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 20009.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPNnBM
adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak
yang tergolong mewah berdasarkan Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun
yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha
perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah
pabean, melakukan usaha jasa, termasuk mengekspor jasa, atau
memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai
impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk
menghitung pajak yang terutang.

Kendaraan Sasis adalah rangka kendaraan yang telah dilengkapi
dengan motor bakar dan dengan transmisinya serta sistem kemudi
dan gardan yang terpasang untuk kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Terurai Sama Sekali (Completely
Knocked Down) yang selanjutnya disebut Kendaraan CKD adalah
kendaraan bermotor dalam keadaan terurai menjadi bagian-bagian
termasuk perlengkapannya serta memiliki sifat utama kendaraan
bermotor yang bersangkutan.

Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Jadi (Completely Built Up) yang
selanjutnya disebut Kendaraan CBU adalah kendaraan bermotor yang
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10.

11.

12.

13.

bagian-bagian termasuk perlengkapannya dalam keadaan telah terakit
secara lengkap.

Kendaraan Pengangkutan Orang adalah kendaraan bermotor yang
digunakan untuk angkutan penumpang termasuk sedan atau station
wagon.

Kendaraan Pengangkutan Barang adalah kendaraan bermotor dengan
kabin tunggal dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak
tertutup, dengan jumlah penumpang tidak lebih dari 3 (tiga) orang
termasuk pengemudi yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan
barang baik yang disediakan untuk umum maupun pribadi.

Kendaraan Pengangkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang
digunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang
yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain
dengan cara persewaan, baik dalam trayek maupun tidak dalam
trayek, sepanjang menggunakan plat polisi dengan warna dasar
kuning.

Kendaraan Protokoler Kenegaraan adalah semua jenis kendaraan
bermotor yang digunakan untuk keperluan rombongan kepresidenan
atau yang digunakan berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu
kenegaraan, tidak termasuk kendaraan bermotor yang digunakan oleh
pejabat atau karyawan.

Kendaraan Patroli Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia adalah kendaraan bermotor yang
digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia (TNI)
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2
PPnBM dikenakan atas:

a. Impor Kendaraan CBU berupa Kendaraan Pengangkutan Orang
sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi,
kendaraan kabin ganda (double cabin), kendaraan khusus, trailer
dan semi-trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau
kemah dan kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas
silinder lebih dari 250 cc.

b. Penyerahan kendaraan hasil perakitan/produksi di dalam daerah
pabean berupa Kendaraan Pengangkutan Orang sampai dengan
15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan kabin
ganda (double cabin), kendaraan khusus, trailer dan semi-trailer
dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah dan
kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder
lebih dari 250 cc.
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c. Penyerahan kendaraan bermotor berupa Kendaraan
Pengangkutan Orang sampai dengan 15 (lima belas) orang
termasuk pengemudi dan kendaraan kabin ganda (double cabin)
hasil pengubahan dari Kendaraan Sasis atau Kendaraan
Pengangkutan Barang.

Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b adalah kendaraan bermotor yang dibuat untuk digunakan
secara khusus seperti untuk golf, perjalanan di atas salju, di pantai,
di gunung, dan kendaraan semacam itu.

Pengenaan PPNBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
berdasarkan Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah
yang berupa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena
Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang
Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014.

Pasal 3

Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
dikenakan PPnBM dengan tarif 10% (sepuluh persen) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
dikenakan PPNBM dengan tarif 20% (dua puluh persen) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
dikenakan PPnBM dengan tarif 30% (tiga puluh persen) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
dikenakan PPnBM dengan tarif 40% (empat puluh persen) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
dikenakan PPnBM dengan tarif 50% (lima puluh persen) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
dikenakan PPNBM dengan tarif 60% (enam puluh persen) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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